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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya indikator k inerja pegawai meliputi 
kualitas kerja, keterampilan, kuantitas, ketepatan waktu, efek tivtias dan kemandirian. 
Namun fenomena yang terjadi adalah kurang maksimalnya pengelolaan data yang 

terintegrasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Hal ini disebabkan kurangnya 
pegawai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika serta sarana dan prasarana 
yang belum merata. Maka untuk mengatasinya diperlukan pengarahan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
strategi directing kepala dinas meliputi pemberian arahan secara berkesinambungan, 

mencegah human error, serta menciptakan creative activity sudah berjalan tetapi belum 
optimal. Hal ini dikarenakan pengarahan diberikan secara rutin dan monoton pada saat 
apel hari senin dan rapat bulanan serta melalui sekretaris. Selain itu pengarahan tidak 

memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga ASN tidak memilik i inovasi dan 
kreativitas dalam bekerja. Dampak pengarahan pada penggunaan teknologi informasi 
dilihat dari Diskominfo yang selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait 

pengembangan aplikasi maupun pelatihan guna meningkatkan keterampilan ASN, 
kolaborasi antar OPD serta belum optimalnya transformasi data digital dan dibutuhkan 
penambahan sarana dan prasarana, baik  dari segi infrastruk tur dan hardware guna 

menambah kapasitas atau kemampuan data center Pemko Medan.   
 
Kata Kunci : Kinerja, Pengarahan, Teknologi Informasi. 
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1. PENDAHULUAN 

Kualitas pegawai merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi. 
Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada keterampilan pegawai tersebut 
mengelola organisasinya. Kemampuan dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap 
pegawai termasuk di dalamnya keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang 
tergolong mutlak dan dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya sebagai pegawai. 
Untuk mengembangkan kapasitas tersebut dibutuhkan indikator kinerja pegawai 
meliputi kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian 
(Cicik et al., 2022). Didorong dengan faktor-faktor sosial dan psikologis dalam 
memberikan dorongan kerja kepada pegawai. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemahaman pemerintah 
tentang pemerintahan digital juga semakin meningkat. Istilah ini mengacu pada 
penggunaan teknologi berbasis internet untuk meningkatkan penyampaian 
program dan layanan. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Strategi Nasional Pengembangan e-gov. Tujuan menggunakan teknologi 
informasi adalah untuk mempercepat menemukan solusi, menciptakan kreativitas, 
efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan (Rachmawati et al., 2018). 

Dilanjutkan dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE), kini pemerintah tengah berupaya mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini merupakan bagian dari 
peran mandatory Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Selain sebagai 
mandatory, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga 
bertanggungjawab sebagai supporting system untuk tercapainya tata kelola 
pemerintahan yang baik bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain. Kinerja 
pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merujuk pada capaian 
kerja Renstra 2016-2021. 

New Public Governance (NPG) merupakan produk dari dan respon terhadap 
semakin kompleks, plural dan terfragmentasinya sifat pelaksanaan kebijakan dan 
pelayanan publik di abad ke-21. Perspektif NPG memandang bahwa pemecahan 
masalah utama dan yang menciptakan peluang besar dalam masyarakat modern 
adalah gabungan tanggungjawab negara, pasar dan masyarakat sipil bersama-
sama dalam berbagai kombinasi dari interaksi antar aktor dan institusi didalam dan 
diantara. NPG fokusnya adalah pada hubungan inter-organisasional dan atas 
proses tata kelola, dengan menekankan efektivitas layanan dan hasil yang 
bergantung pada interaksi organisasi pelayanan publik dengan lingkungan 
mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi juga kebutuhan publik 
yang dinamis, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan 
pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik (Osborne, 
2010). 

The New Public Governance adalah kesimpulan dari administrasi tradisional 
dan NPM. Tidak hanya fokus pada mekanisme operasi organisasi tapi juga lebih 
memperhatikan pada efisiensi publik administrasi dan partisipasi masyarakat 
dalam masalah pemerintahan. Dalam beberapa hal NPG telah membuka jalan 
baru, menunjuk arah perkembangan administrasi publik itu adalah globalisasi, 
jaringan dan diversifikasi (Xu et al., 2015). 

Dibawah NPG proses pemerintahan administrasi ditandai dengan kolaborasi 
bukan persaingan untuk mengatasi masalah kebijakan yang kompleks dan lintas 
sektoral serta mengatasi kebuntuan kebijakan. NPG tidak hanya mencakup 
penyediaan layanan publik, larangan, izin dan peraturan otoritatif, tetapi juga 
melibatkan penerapan alat tata kelola baru yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas pemecahan masalah stakeholder yang terlibat baik dalam semacam 
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“regulasi mandiri yang diatur” atau dalam “produksi bersama solusi publik”. NPG 
juga mencakup sistem akuntabilitas top-down yang kurang lebih secara sistematis 
terkait dengan sistem tinjauan sejawat horizontal dan pemberian akun publik 
kepada masyarakat dan stakeholder. Dengan meningkatnya partisipasi publik 
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah melalui media sosial hal ini mendorong 
pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang transparan dan akuntabel 
(Torfing & Triantafillou, 2013). 

Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui 
sistem informasi dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik ke 
masyarakat. Seperti tersedianya website milik Pemerintah Daerah Kota Medan, 
OPD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo, penyedia 
infrastruktur jejaringan, aplikasi sistem informasi dan konten lintas OPD, serta 
penyebaran informasi publik melalui selembaran, media luar ruangan seperti 
baliho dan spanduk, hingga media sosial. Namun fenomena yang terjadi adalah 
kurang maksimalnya pengelolaan data yang terintegrasi antar OPD. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya pegawai penyelenggara urusan komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian, perilaku pegawai yang tidak melakukan 
pekerjaan dengan semestinya, pegawai kurang termotivasi sehingga pegawai 
tidak memiliki inovasi dan kreativitas, sementara dalam menggunakan teknologi 
informasi harus terus memperbaharui sistem yang ada dan kurang melakukan 
perawatan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki. 

Maka untuk mengatasinya diperlukan pengarahan. Pengarahan merupakan 
upaya menggerakkan para anggotanya untuk mencapai tujuan. Keberhasilan 
perusahaan akan dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi dan aktivitas 
sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia akan memiliki efisiensi dan 
efektivtias yang tinggi, apabila sumber daya manusia tersebut diberikan perhatian 
dengan kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan karyawan. Hal ini sejalan 
dengan penelitian (Dunie, 2018) adanya pengaruh yang kuat antara pengarahan 
terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Kepala dinas memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan organisasi 
dalam mencapai tujuan. Kepala dinas mempunyai tupoksi untuk memimpin, 
membina, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan serta mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas dinas. Dalam memberikan arahan dapat mempengaruhi 
perilaku manusia sebagai aktor intelektual guna menghasilkan kualitas kerja 
sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat 
sekarang berdasarkan fakta-fakta (Ayunda & Mahardika, 2022). Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat pebandingan atau 
menghubungkan Antara satu variabel dengan variabel lain (Khairiah & Harahap, 
2021). 
Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 
penelitian pendukung untuk analisis variabel tersebut. Kategorisasi dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Memberikan arahan secara berkesinambungan 
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b. Mencegah human error 
c. Menciptakan creative activity 
d. Adanya dampak pengarahan terhadap penggunaan teknologi informasi 
Narasumber 

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan 
narasumber sebagai orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan, serta 
menjalin kerjasama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini 
terdiri atas 4 orang yang diuraikan sebagai berikut: 
1) Plt. Kepala Bidang Teknologi Informatika; 
2) Kepala Tim Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi; 
3) Kepala Tim Penyelenggaraan Ekosistem TIK; 
4) Staff Bagian Umum; 
Teknik Pengumpulan 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, mengumpulkan 
data-data dokumen baik tertulis ataupun elektronik yang kemudian di analisis 
(Amalia & Izharsyah, 2022). Tahap pengelolaan dan analisis data, peneliti 
menggunakan metode analisis data (Creswell & Creswell, 2017). 
Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2023 di Kantor Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Medan berlokasi di Jalan Sidorukun No. 35, Pulo Brayan Darat II, 
Kecamatan Medan Timur. 
 
3. HASIL 
Memberikan Arahan Secara Berkesinambungan  

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa arahan yang 
disampaikan oleh kepala dinas sudah berjalan tetapi belum optimal. Terdapat 
beberapa kendala dalam memberikan arahan seperti arahan hanya diberikan pada 
saat apel di hari Senin dan rapat bulanan. Kemudian dari bidang teknologi 
informatika, transformasi data digital yang sudah digalakkan sejak tahun 2019 
masih belum optimal yang mana sarana dan prasarana tidak lagi mendukung. 
Selanjutnya bidang komunikasi publik dan statistik dan informasi publik, informasi 
yang diberitakan kurang update. Hal ini dapat dilihat dari media sosial Pemko 
Medan serta website Diskominfo Kota Medan. 

Selain itu pengarahan tidak memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga 
ASN tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Fakta yang ditemukan 
dilapangan pada saat melakukan penelitian ini bahwa ASN menyelesaikan 
pekerjaan tidak tepat waktu yang disebabkan karena ASN tidak termotivasi 
sehingga berdampak belum optimalnya transformasi data digital yang digunakan 
dalam proses penciptaan informasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
(Mursid, 2022) disiplin kerja lebih efektif secara langsung mempengaruhi kinerja 
karyawan dibandingkan melalui motivasi. 

(Firmansyah & Mahardika, 2018) pengarahan adalah fungsi atau tugas yang 
dilakukan oleh pimpinan. Pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam 
manajemen. Public management adalah faktor utama dalam suatu administrasi 
publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana 
yang ada, termasuk organanisasi serta sumber dana dan sumber daya yang 
tersedia. Pimpinan berkewajiban untuk menggerakkan bawahan, memutar roda 
organisasi dan mengkoordinir agar visi dan misi organisasi terealisasikan. Fungsi 
pengarahan dan implementasi adalah proses program agar dapat dijalankan oleh 
seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak 
tersebut dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan 
produktivitas yang tinggi. 
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Mencegah Human Error 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang 
dilakukan guna mencegah human error dilaksanakan dengan baik. ASN bekerja 
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, kemudian selalu dilakukan evaluasi 
pada rapat bulanan. Selanjutnya ASN diberikan fasilitas pelatihan-pelatihan guna 
untuk memperbaharui keterampilan ASN tersebut sesuai dengan bidang 
pekerjaannya. Kerjasama dengan stakeholder juga sangat dibutuhkan dalam 
meningkatkan keterampilan ASN. Fakta yang ditemukan pada saat melakukan 
penelitian ini adalah Diskominfo melakukan kerjasama dengan Telkom guna 
melatih ASN pada bidang teknologi informatika mengatasi masalah-masalah 
infrastuktur jaringan. 

Selain itu pengawasan kinerja ASN rutin dilakukan. Sistem laporan ASN 
Diskominfo Kota Medan ada 2 yaitu, pertama melalui e-kinerja. Sistem ini dikelola 
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. ASN 
melakukan absensi dan menginput laporan kegiatan sehari-hari, kemudian akan 
direkapitulasi untuk kebutuhan laporan bulanan. Kedua laporan setiap bidang yang 
nantinya dipresentasikan ketika rapat bulanan seluruh ASN Diskominfo Kota 
Medan. 

Memberikan arahan bermaksud untuk merealisasikan tujuan organisasi. Agar 
hal ini terjadi maka arahan tersebut harus diiringi dengan pengawasan. 
Pengawasan amat diperlukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 
terutama pemda dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Selain itu, 
pengawasan digunakan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemda tidak 
berjalan berdasarkan kepentingan politik elit daerah atau sekelompok orang 
tertentu yang memiliki pengaruh secara politik (Aritonang, 2014). 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 33 
Ayat (4) yang melakukan pengawasan kinerja dan keuangan terhadap OPD 
adalah inspektorat daerah kabupaten/ kota. Ruang lingkup pengawasan yang 
disederhanakan ke dalam 3 bidang, yaitu (i) bidang pemerintahan; (ii) bidang 
pembangunan; (iii) bidang kemasyarakatan. Dengan demikian apa yang diarahkan 
oleh pimpinan harus diawasi dalam proses pelaksanaanya, agar tujuan organisasi 
dapat terealisasikan (Firmansyah & Mahardika, 2018). 
Menciptakan Creative Activity 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam 
menciptakan creative activity ASN dengan bebas mengekspresikan ide-idenya. 
Tetapi fakta yang ditemukan dilapangan pada saat melakukan penelitian ini bahwa 
ASN yang bekerja terlihat pasif. Kemudian kolaborasi yang terjalin di lingkungan 
Diskominfo Kota Medan ini terjalin dengan baik. Kritik dan saran dari setiap bidang 
sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. 

Inovasi di tempat kerja didorong oleh dialog terbuka Antara karyawan, serikat 
kerja, manajer dan pelanggan, menciptakan model kolaborasi baru dan hubungan 
sosial. Kapasitas pemimpin yang inovatif dapat dilihat dari beberapa indikator, 
seperti perencanaan strategi, komitmen kepemimpinan dan stabilitas 
kepemimpinan sangat diperlukan. Produktivitas merupakan faktor-faktor yang erat 
hubungannya dengan prestasi kerja pegawai. Agar mencapai produktivitas kerja 
yang tinggi perlu adanya kreativitas, maksudnya individu tersebut tidak pasif dan 
penuh inovatif dan kreatif. Untuk itu diperlukan teknik tertentu dari seorang 
pimpinan untuk selalu memotivasi dan menggunakan gaya kepemimpinan yang 
tepat (Dunie, 2018). 
 
 



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] 
Volume 3 Nomor 5 September 2023, hal: 428-435 
ISSN 2808-6503 
 

433 
Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol 
 

4. PEMBAHASAN 
Adanya Dampak Pengarahan Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengarahan 
terhadap penggunaan teknologi informasi di lingkungan Diskominfo Kota Medan 
berdampak pada komunikasi dan informatika yang ada. Dari segi komunikasi, 
Diskominfo selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait pengembangan 
aplikasi maupun pelatihan. Fakta yang ditemukan dilapangan pada saat 
melakukan penelitian ini bahwa nyatanya tidak semua sistem informasi atau 
aplikasi Pemko Medan ini dibuat oleh Diskominfo, hal ini dikarenakan terbatasnya 
programmer Diskominfo. OPD lain mengembangkan aplikasi tetapi harus memiliki 
rekomendasi teknis baik dari segi keamanan, aplikasi, infrastruktur dari 
Diskominfo. Hal ini dilakukan agar proses transformasi data digital nantinya tidak 
berbelit-belit. Selain itu Diskominfo melakukan pelatihan kepada admin media 
sosial kelurahan dan kecamatan Kota Medan agar memanfaatkan media sosial 
untuk penyebaran informasi publik. Bagaimana cara penyusunan berita yang baik 
untuk mempublikasikan kinerja kelurahan dan kecamatan tersebut. 

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai support system untuk tercapainya 
tata kelola pemerintahan yang baik bagi OPD lain. Untuk itu harus ada sinergi dan 
kolaborasi antar OPD untuk mencapai tujuan pembangunan. Kemudian dari segi 
informatika, transformasi data digital yang sedang digalakkan oleh Diskominfo 
membutuhkan peremajaan. Dilihat dari usia data center yang sudah 5 tahun 
dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana, baik dari segi infrastruktur dan 
hardware guna menambah kapasitas atau kemampuan data center Pemko 
Medan. 

Fokus NPG menekankan pada hubungan antarorganisasi dan atas proses 
tata kelola, menekankan efektivitas layanan dan hasil yang bergantung pada 
interaksi organisasi pelayanan publik dengan lingkungan mereka. Pelayanan 
berbasis digital memerlukan keterampilan terus menerus untuk memenuhi 
kebutuhan publik yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya interaksi publik 
melalui media sosial membuat pelayanan lebih transparan dan cepat. NPG 
merupakan produk dari dan respon terhadap semakin kompleks, plural dan 
terfragmentasinya sifat pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di abad ke-
21 (Osborne, 2010). 

Berlandaskan penjelasan serta penguatan teoritis yang ada, Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
tidak terlepas dari perkembangan teori governance. Diskominfo Kota Medan selain 
sebagai pembatu tugas Pemko Medan juga sebagai support system Kota Medan. 
Artinya sebagai tonggak pemerintahan elektronik di Kota Medan, Diskominfo 
menyediakan infrastruktur jaringan bagi OPD lain guna tercapainya tata kelola 
pemerintahan yang baik antar OPD Kota Medan. Dalam memberikan pelatihan-
pelatihan kepada ASN, Diskominfo selalu bekerjasama dengan stakeholder guna 
meningkatkan keterampilan ASN. Selain itu, melakukan pelatihan kepada admin 
media sosial kelurahan dan kecamatan Kota Medan serta masyarakat Kota Medan 
melalui entrepreneur juga mulai aktif terlibat dalam perkembangan Kota Medan. 
 
5. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi directing kepala dinas untuk 
meningkatkan kinerja dalam perspektif New Public Governance meliputi 
memberikan arahan secara berkesinambungan, mencegah human error, serta 
menciptakan creative activity sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal ini 
dibuktikan dengan pengarahan yang diberikan secara rutin dan monoton pada 
saat apel hari senin dan rapat bulanan serta melalui sekretaris. Selain itu 
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pengarahan tidak memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga ASN tidak 
memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Dampak pengarahan pada 
penggunaan teknologi informasi dilihat dari Diskominfo yang selalu bekerjasama 
dengan stakeholder terkait pengembangan aplikasi maupun pelatihan guna 
meningkatkan keterampilan ASN, kolaborasi antar OPD serta belum optimalnya 
transformasi data digital dan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana, baik 
dari segi infrastruktur dan hardware guna menambah kapasitas atau kemampuan 
data center Pemko Medan. Oleh sebab itu penelitian ini merekomendasikan agar 
pengarahan yang diberikan perlu dilakukan inovasi juga diharapkan pimpinan lebih 
komunikatif pada ASN serta perlu dilakukannya perubahan metode ASN bekerja 
agar dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman, sehingga timbul kreativitas 
dan inovasi saat bekerja. 
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